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ABSTRAK

Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia menjadikan produk-
produk yang ada di perbankan syariah juga ikut berkembang pesat. Tidak hanya
mempertahankan bentuk akad yang sudah ada sejak zaman Nabi, kini para
cendikiawan serta praktisi yang bergelut diperbankan syariah juga mengembangkan
berbagai macam model bentuk akad baru. berbagai model bentuk akad baru tersebut
selain sebagai upaya mengembangkan perbankan syariah juga penyesuaian perbankan
syariah terhadap kemajuan perkembangan zaman.

Salah satu bentuk akad baru dari lembaga keuangan syariah yang ada saat ini
adalah akad al-ijarah al-mausifah f7 al-zimmah (IMFZ). IMFZ merupakan kombinasi
antara akad ijarah (sewa) dan akad salam (pesanan). Model transaksi seperti ini dapat
dikatakan sebagai penggabungan dua bentuk akad, antara akad ijarah dengan akad
salam. Namun ketentuan hukum dari akad ini masih belum jelas, apakah didasarkan
pada akad ijarah atau akad salam. Selain itu akad IMFZ dianggap bertentangan
dengan hadis Nabi yang melarang jual beli hutang dengan hutang. Oleh karena itu
akad baru ini menarik untuk diteliti, baik dari perspektif hukum Islam ataupun hukum
positif Indonesia, karena dianggap masih ada polemik hukum dan ada ketidak
sesuaian dengan kedua teori akad tersebut.

Setelah dilakukan penelitian terhadap fatwa DSN-MUI nomor 101 tentang
akad IMFZ perspektif hukum Islam. Penulis menyimpulkan bahwa secara umum
akad IMFZ sudah sesuai dengan ketentuan teori akad, meski termasuk ke dalam akad
gabungan (murakab). Hal tersebut karena telah memenuhi kriteria-kriteria multiakad
yang dibolehkan dalam hukum Islam.

Selanjutnya, terkait adanya larang hadis tentang jual beli hutang dengan
hutang yang bertentangan dengan ketentuan ujrah dalam fatwa ini, hal itu bisa
dihindari dengan catatan DSN-MUI menambahkan landasan hukum baru dalam
konsiderans fatwanya, seperti istihsan atau giyas. Hal tersebut guna menguatkan
argumen bahwa akad IMFZ ini bukan termasuk jual beli hutang dengan hutang
sebagaimana yang telah dilarang dalam hadis Nabi Muhammad Saw.

Begitu juga, dari perspektif hukum positif (KUHPerdata), sudah sesuai
dengan teori perjanjian yang ada dalam hukum positif. Bahwasannya akad IMFZ
merupakan jenis perjanjian tidak bernama (Pasal 1319) yang timbul dari asas
kebebasan berkontrak (Pasal 1338). Selain itu, perjanjian IMFZ juga telah memenuhi
syarat-syarat sah dari perjanjian (Pasal 1320) serta asas-asas perjanjian lainnya.
Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari akad perjanjian IMFZ adalah adanya
hak dan kewajiban bagi mereka yang melakukannya.

Kata kunci: akad ijarah al-mauszfah fr al-zimmah, hukum Islam, hukum Positif
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 10 sepetember 1987 nomor 158/1987 dan
nomor 0543b/U/1987.
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(ketentuan ini tidak diprlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.
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“ ketinggian derajat pemuda tergantung pada keyakinannya,
Setiap orang yang tidak mempunyai keyakinan, maka ia tidak ada gunanya”

(bait ke-17, Nazam al- ‘Imriti)

kel 948 Y19 Jas 48 La pla )
“ Harapan adalah sesuatu yang diikuti oleh amalan, jikalau tidak maka ia

hanyalah angan-angan”
(Ibnu ‘at-Ta’illah, al-Hikam)
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Alhmdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat
Allah Swt yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan
kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) dengan judul “Fatwa
DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad al-ljarah al-Mausifah Fi al-
Zimmah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. Salawat dan
salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw.
keluarga serta sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia
dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman dan
telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Dengan tersusunnya tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik
dalam perkembangan kajian hukum, khususnya hukum Islam dalam konteks produk
fatwa-fatwa baru tentang ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Semoga
penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus bahan evaluasi bagi para
regulator hukum Islam dalam mengeluarkan hukum baru, khususnya terkait fatwa

yang dikeluarkan oleh lembaga DSN-MUI.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hukum Islam yang berkenaan dengan muamalat hanya memuat norma-norma
dasar sebagai pedoman. Sedangkan operasionalnya secara rinci, diserahkan kepada
umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian,
praktik mumalat dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat.
Perubahan masyarakat itu dapat berupa perubahan tatanan sosial budaya, sosial
ekonomi, sosial-politik dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan ekonomi
yang muncul, jika dinisbatkan dengan hukum Islam maka paling tidak terdapat dua
kemungkinan jawaban. Antara lain sebagai berikut:

1. permaslahan-permasalahan yang jawabannya terdapat langsung dalam al-
Quran dan Sunnah.

2. permasalahan-permasalahan yang jawabannya tidak ditemukan landasan
syarak yang ekplisit pada al-Qur’an dan Sunnah sehingga membutuhkan
fatwa (jawaban yang menerangkan kedudukan suatu persoalan) dari ulama
yang memiliki otoritas tentangnya.*

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis.

Ketika nas-nas al-Qur’an dan Sunnah sudah tidak mampu untuk menjawab
permasalahan-permasalahan ekonomi syariah kontemporer saat ini, maka jalan ijtihad

merupakan sarana solusi untuk menjawab semua permasalahan, baik secara individu

L Yusuf al-Qaradawi, fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan, alih bahasa As’ad
asin (Jakarta: Gema Insani Press, 19970), him. 5.



maupun secara kolektif. Bahkan ijtihad sudah diberlakukan sejak pertama kali wahyu
diturunkan, yaitu pada zaman Nabi Muhammad saw. Selain Nabi Muhammad saw.
para sahabat seperti Umar bin Khatab juga telah melakukan ijtihad.?

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terbaru dan terlama yang relavan dengan
kebutuhan masyarakat. Hal ini paling tidak karena dua hal, antara lain:

1. Fatwa merupakan respons terhadap pernyataan tentang permasalahan
baru, sehingga fatwa memberi peluang untuk memperbesar materi hukum
sebagai sumber hukum yang tidak terputuskan.®

2. Sifat tidak mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi mufti dalam
berijtinad untuk memberikan jawaban alternatif pemikiran hukum yang
sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, fatwa memiliki daya
adaptabilitas hukum tinggi, dinamis dan responsif terhadap keragaman
sosial.*

Dalam konteks Indonesia, DSN-MUI merupakan lembaga yang berwenang

mengeluarkan fatwa di bidang hukum Islam, khususnya persoalan ekonomi syariah.®

Sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang hukum Islam, DSN-

2 M. Atho Mudzar, Membaca Gelombang ljtihad: antara Tradisi dan Liberasi
(Yogyakarta: Titian llahi Press, 1998), him. 39-60.

¥ Ibid., him. 90.

* Ahmad Rafig, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada,
1998), I1I: 12.

> https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/ (Lihat Tugas dan Fungsi DSN-MUI). akses
tanggal 13 Desember 2017.
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MUI memberikan contoh respons terhadap munculnya persoalan ekonomi syariah
yang ada di masyarakat baru-baru ini. Salah satunya adalah keluarnya fatwa Nomor
101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad ijarah al-mausafah 7 al-zimmah bisa disingkat
dengan IMFZ.

Keluarnya akad IMFZ dilatarbelakangi dengan maraknya praktik masyarakat
dengan bentuk sewa menyewa, namun mekanismenya menggunakan pola pemesanan
manfaat barang atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati (sewa-inden).
Salah satu contoh akad yang menerapkan skema al-ijarah al-mausafah fi al-Zimmah
adalah travel penyelenggaraan haji dan umrah. Pada saat jamaah membayar senilai
biaya umrah yang ditentukan, jasa belum diberikan. Hanya saja, pihak travel sudah
menyebutkan dengan rinci semua spesifikasi jasa yang akan diberikan. Misalnya
seperti hotel, transportasi, sampai itinerari dari mulai keberangkatan hingga
kepulangan. Sehingga calon jamaah bisa mengetahui nilai dari jasa yang akan
diterima. Meskipun pada waktu akad pembayaran, pemilik travel belum memiliki jasa
yang dimaksud.’

Istilah ijarah al-mausafah fr al-zimmah sendiri tertulis dalam bahasa arab
dengan lafaz 4.l & ddsasall 38y terdiri dari 3 kata penting, yakni ijarah, al-

mausufah dan al-zimmah. ljarah artinya akad pemindahan hak guna atas barang atau

® Konsiderans fatwa DSN-MUI No. 101 tahun 2016 tetang akad al-ijarah mausifah
fr al-zZimmah.

"Ammi Nur Baits, “Mengenal Akad Ijarah Mausuf Fi Dimmah”, dalam
http://pengusahamuslim.com/6044-mengenal-akad-ijarah-mausuf-fi-dzimmah-imfd.html,
akses hari juma’at tanggal 24 November 2017 pukul 08:41 wib.


http://pengusahamuslim.com/6044-mengenal-akad-ijarah-mausuf-fi-dzimmah-imfd.html

jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
(milkiyyah) atas barang itu sendiri.®

Al-Mausif artinya yang disifati, yakni sesuatu yang ditetapkan dan dibatasi
berdasarkan kriteria. Sehingga wujud bendanya belum tertentu dan umumnya
ketersediannya banyak di pasaran. Sebagai contoh, menyewa motor merk Honda, cc
100, warna hitam, jenis revo. Motornya bisa jadi belum ada tapi kriterianya sudah
jelas, yaitu merk Honda, cc 100, warna hitam jenis revo.

Al-Zimmah artinya tanggungan atau jaminan,® sehingga barang belum ada.
Walaupun demikian, akan tetapi penjual atau penyedia layanan menjamin akan
mendatangkan benda yang dimaksud sesuai dengan kriteria yang disebutkan. Atas
dasar istilah yang dikemukakan di atas, maka pengertian dari IMFZ adalah akad sewa
menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat ‘ain) dan/atau jasa (‘amal) yang pada
saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).'°

Perbedaan antara akad IMFZ dengan akad ijarah adalah manfaat atas barang

atau jasa pada IMFZ belum ada pada saat akad dilakukan, sehingga manfaat atas

8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Parktik (Jakrta: Gema
Insani 2001), him. 117.

® Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997) him. 451.

0 Fatwa DSN-MUI No. 101 tahun 2016 tentang akad al-ijarah al-mausuf fi al-
zimmah.



barang yang disifati tersebut masih dalam tanggungan penyedia barang dan jasa.!!
Sedangkan dalam akad ijarah biasa, manfaat atas barang atau jasa dapat dinikmati
manfaatnya oleh penyewa barang atau jasa pada saat akad dilakukan.?

Dalam ajaran Islam, untuk sahnya suatu perjanjian (akad), harus dipenuhi
rukun dan syarat dari suatu perjanjian tersebut. Rukun adalah unsur yang mutlak
harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah
unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. Maka jika
tidak terpenuhi rukun dan syarat dari suatu akad tersebut, otomatis akad tersebut batal
secara hukum.

Dalam KUHPerdata, setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memenuhi unsur dan syarat sahnya
perjanjian sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan
Pasal tersebut antara lain perlunya ada kesepakatan para pihak, adanya objek tertentu
dan mempunyai kuasa yang halal.}* Objek perjanjian harus tertentu atau minimal

dapat ditentukan. Selain itu segala sesuatu yang menjadi objek perjanjian tidak boleh

11 Manfaat atas barang atau jasa pada akad IMFZ mekanismenya tidak beda jauh
dengan menggunakan pemesanan seperti pembiayaan berdasarkan akad salam atau istisna
namun upah (ujrah) akad IMFZ dapat diangsur.

12 Sulaiman Rasjid, Figh Islam, cet. Ke-50 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011),
him 3014.

13 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi
Dan implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), him. 24.

“bid., him 7.



bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum yang
berlaku dimasyarakat.'®

Bila dikaitkan dengan akad ijarah yang sudah ada dalam ketentuan fikih
klasik, yakni salah satu syarat sahnya suatu akad ijarah adalah harus jelas dan terang
mengenai objek yang diperjanjikan. Maka ketentuannya, setiap barang yang akan
dijadikan objek sewa menyewa harus ada dan benar-benar milik orang yang
menyewakan.’® Dalam konteks akad IMFZ ini, objek yang diperjanjikan masih
berbentuk tanggungan atau objek akad tersebut tidak ada pada saat akad dilakukan.
Sehingga secara sekilas akad IMFZ tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah yang
ada dalam ketentuan teori akad sewa menyewa.

Selain itu, juga bertolak belakang dengan Hadis Nabi Muhammad Saw.
sebagaimana dinyatakan dalam sabdanya:*’

(25125l o) 5) aie Gl la ai ¥
Hadis di atas menjelaskan bahwasannya Nabi melarang menjual barang yang

tidak dimilikinya. Dalam riwayat lain, sahabat Hakim juga telah mengatakan: 8

5 Lihat Undang-Undang KUHPerdata Pasal 1333 s/d 1337.

6 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi
Dan Implementasi), him 72.

17 Abu Dawud, Sunan Ab; Dawud, “Bab fi rajuli yabi’u ma laisa ‘indahu” (ttp..t.p.,
t.t), X:hlm. 340. Hadis nomor 3505. Hadis dari Hakim bin Hizam dan disahihkan oleh syekh
al-Bani.

8 At-Tirmizi, Sunan at- Tirmizi, “Bab ma jaa fi karahiyatin bai’'u ma laisa ‘indaka”
(Beirat: Dar al-Fikr, 1967), V: him. 142. Hadis nomor 1280. Hadis dari Hakim bin Hizam.
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Bahwasannya Hakim Menyatakan bahwasannya Rasulullah saw, melarangnya
untuk menjual barang yang tidak ia milikinya. Bila dicermati, dari kedua hadis di
atas, dengan tegas Nabi telah melarang jual beli yang objek pembeliannya tidak ada.

Bila akad IMFZ ini dikaitkan dengan transaksi pesan memesan (akad salam)
yang mana penjual sama sekali tidak memiliki barang yang dia jual (bai’ ma’dum),*®
ternyata masih menimbulkan persoalan mengenai dasar hukumnya. Hal tersebut
masih menimbulkan pertanyaan, apakah hukum yang mengatur akad IMFZ ini
didasarkan pada aturan mengenai ijarah atau didasarkan mengenai akad salam.
Karena perbedaan ini mempunyai implikasi hukum dalam pelaksanaan akadnya,
seperti dalam pembayaran ujrah sewa.

Jika dasar hukum yang mengatur IMFZ adalah salam, maka pembayaran
ujrah harus dilakukan secara tunai pada saat akad,?® sedangkan jika dasar hukum
yang mengatur IMFZ adalah ijarah maka pembayaran ujrah dapat dilakukan dengan
cara diangsur atau ditangguhkan sebagaimana akad ijarah lainnya.?

Selain itu apabila akad IMFZ ini merupakan akad campuran antara akad
ijarah dan akad salam, maka Islam dengan tegas melarang dua akad dalam satu

transaksi (akad murakab). Hal ini karena bisa menimbulkan garar (ketidak pastian)

19 Sulaiman Rasjid, Figh Islam, him. 294-295.

2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Parktik, him 108.



dan maysir (spekulasi). Rasulullah sendiri melarang praktik seperti itu di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis tersebut yaitu:?2
(520l o) 55) R (g8 iy o0 b e i la il gy ot JB 538 o 0

Hadis di atas menjelaskan, bahwasannya Rasulullah melarang umatnya untuk
melakukan dua penjualan dalam satu transaksi. Hal tersebut hukumnya bisa dianggap
sama dengan akad IMFZ yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Oleh karenanya
perlu kiranya fatwa tersebut untuk dikaji kembali.

Persoalan lainnya adalah mengenai penerapan akad IMFZ pada lembaga
keuangan syariah. Seumpama bank memindahkan manfaat barang atau jasa kepada
nasabah, yang manfaat barang atau jasa tersebut masih dalam bentuk zimmah
mausifah (tanggungan yang terdeskripsikan), karena tidak ada. Begitu juga nasabah
(musta’jir) yang dalam fatwa tersebut boleh membayar harga sewa dengan cara
ditangguhkan (bentuk hutang), Maka hal ini tidak jauh seperti jual beli hutang dengan
hutang. Bila praktiknya seperti demikian, maka akad seperti ini status hukumnya jelas
diharamkan oleh syariat. Adapun dasar hukum yang mengharamkannya adalah hadis

sebagai berikut:?®
D5 ols0) ol il G I S e e alas ade A e G

2 At-Tirmizi, Sunan at- Tirmizi, “Bab ma jaa fi nahyi ‘an bai’ataini fi bai’atin”
(Beirat: Dar al-Fikr, t.t.), V: him.137. Hadis No. 1276. Hadis diriwayatkan oleh Hasan.

2 Ad-Daruqutni, Sunan ad-Daruquenz, “al-bab al-buy’d” (Beiriit: Dar al-Ma’rifat,
t.t.), VII: him. 369. Hadis no. 3106. Hadis diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar.



Hadis di atas menjelaskan, bahwasannya Nabi melarang jual beli secara tangguh
(berutang) dengan secara tangguh (berutang) pula.

Meski model akad baru tersebut merupakan sebuah langkah yang inovatif,
namun hal tersebut masih menimbulkan polemik dan pertanyaan. Pasalnya, dari sisi
pembayaran ujrah sendiri para ulama Imam Madzhab masih terjadi khilafiah
(perbedaan), apakah didasarkan pada akad salam atau didasarkan pada akad ijarah.
Belum lagi ditinjau dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, apakah sudah
sesuai atau justru malah tumpang tindih.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, sangat penting kiranya
dilakukan sebuah kajian yang komprehensif terhadap fatwa MUI mengenai akad al-
ijarah al-mausafah f7 al-zimmah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan
menganalisis bagaimana kesesuaian fatwa akad IMFZ dengan teori akad dalam
perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif Inonesia. Penelitian ini
diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan sekaligus bahan evaluasi bagi para
regulator hukum Islam dalam mengeluarkan hukum baru, terkhusus fatwa yang
dikeluarkan oleh DSN-MUI. Sehingga menghasilkan produk hukum yang berkulitas
sekaligus maslahat bagi umat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana objek akad al-ijarah al-mausafah fi al-zZimmah ditinjau dari

perspektif hukum Islam?
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2. Bagaimana objek akad al-ijarah al-mausafah fr al-zimmah ditinjau dari
perspektif hukum positif Indonesia?

3. Apakah penundaan harga sewa (saman al-ijarah) yang dibolehkan fatwa
IMFZ tidak termasuk jual beli hutang dengan hutang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini hadir untuk menjelaskan mengenai kesesuaian akad IMFZ dengan teori
akan dalam perspektif hukum Islam kontemporer dan hukum positif Indonesia.
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan secara komprehensif bagaimana objek fatwa DSN-MUI No.
101 Tahun 2016 tentang akad al-ijarah al-mauszfah fr al-zimmabh ditinjau dari
konsep hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Membandingkan kesesuaian objek fatwa DSN-MUI tentang akad al-ijarah al-
maugifah fr al-zimmah dengan teori akad dalam perspektif hukum Islam dan
hukum positif Indonesia.

3. Menganalisis ketentuan pembolehan penangguhan harga sewa (saman al-
ijarah) dalam akad al-ijarah al-mausifah fr al-zimmah.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan koreksi serta
kontribusi pemikiran dan memperkaya informasi serta pengetahuan terkait
hukum bisnis syariah. khsusnya berkaitan dengan akad al-ijarah al-mausifah

fr al-zimmah yang difatwakan oleh DSN-MUI.
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2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan salah satu acuan dan
dasar pertimbangan oleh lembaga keuangan syariah dan para pelaku bisnis
syariah lainnya dalam menerapkan produk akad al-ijarah al-mausifah fi al-
zimmabh yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.
D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, belum ada penelitian yang secara khusus
dan spesifik menganalisis fatwa DSN-MUI tentang akad IMFZ ini. Oleh karena itu
penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari
pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama.
Beberapa kajian yang relevan yang berhasil penulis himpun sebagai perbandingan
atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:
1. Karya tulis Nasrullah (2016).2* Penelitian ini menguraikan tentang kesesuaian
akad IMBT dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kesimpulan yang
diperoleh dari karya tulis ini adalah bahwa akad IMBT merupakan kombinasi antara
akad sewa (ijarah) dengan hak opsional jual beli atau hibah di akhir masa sewa yang
sifatnya tidk mengikat. Secara hukum Islam, dalam akad IMBT masih terjadi
perbedaan pendapat. apakah termasuk ke dalam akad gabungan (murakab) yang
dilarang oleh nabi atau bukan, namun mayoritas ulama sepakat untuk
memperbolehkannya praktik akad IMBT ini. Jika akad IMBT ditinjau dari perspektif

hukum positif (KUHPerdata), akad IMBT ini merupakan akad perjanjian tidak

# Nasrullah Ali Munif, “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Posistif Di Indonesia,” Jurnal Ahkam, Vol. IV, No. 1, Juli 2016.
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bernama (Pasal 1319) yang timbul dari asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338),
sehingga ia berpendapat, akad IMBT merupakan akad sah yang telah memenuhi
syarat-syarat yang ada dalam KUHPerdata.

2. Penelitian Fatwa (2015).”% la menjelaskan penerapan akad gard wal ijarah pada
produk dana talangan haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Sungguminasa Gowa.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa produk dana talangan haji di Bank
Mandiri Syariah KCP Sungguminasa menggunakan akad qard wa al-ijarah, yaitu
dana yang dipinjamkan oleh bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/ujrah
sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan yang
diberikan oleh BSM maksimal 1 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung.
Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau
nasabah calon haji meninggal dunia, maka dari pihak BSM akan mengembalikan
uang nasabah sejumlah yang disetorkan.

3. Karya tulis Firdaus (2016).2° Penelitian ini menguraikan tentang penerapan
pembiayaan akad ijarah pada BPRS ABC dan penyelesaian sengketa ijarah multisaja
bermasalah pada BPRS ABC. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian

pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan pembiayaan ijarah

% Nurul Fatwa dan Rahmawati Muin, “Penerapan Akad Al-Qardh Wa al- ljarah
Pada Produk Talang Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa, “Jurnal
Igtasudana, Vol. I, No. 1, Juni 2015.

% Auritsniyal Firdaus,“Tinjauan Yuridis Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank
Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS) (Studu Kasus  Putusan  Nomor:
1721/PDT.G/2013/PA.PBG)”, Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
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multijasa pada BPRS ABC, beberapa ketentuan umum sudah sesuai dengan
perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam, walaupun ada sebagian ketentuan
yang belum sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam. Salah
satunya adalah BPRS ABC tidak menyediakan jasa cetak yang seharusnya disediakan
oleh bank. Karena dalam praktiknya bank hanya meberikan uang. Dalam persoalan
penyelesaian sengketa ijarah multijasa bermasalah, beberapa pertimbangan putusan
majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan perundang-
undangan dan ketentuan hukum Islam, walaupun masih terdapat kesalahan dalam
mempertimbangkan princian kewajiban nasabah, bukti, saksi dan hukum cidera janji
pada pihak nasabah.

Berdasarkan beberapa penelitian tentang akad ijarah yang telah ditelusuri,
penulis menyimpulkan bahwa tulisan yang diteliti oleh penulis belum ada yang
membahas sama sekali. Oleh karena itu penulis merasa sangat penting untuk
melakukan penelitian ini. Penelitian ini penulis beri judul “Fatwa DSN-MUI No. 101
Tahun 2016 Tentang akad al-ijarah al-mausifah fi al-zZimmah dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, judul yang selumnya belum pernah
penulis temukan.

E. Kerangka Teoritik

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka akan dijelaskan
kerangka konseptual dan teori-teori yang relevan dengan objek pembahasan. Adapun
kerangka teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Akad dalam hukum perjanjian Islam
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Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan
mu’ahadah ittifa, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal kontrak, perjanjian atau
persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Dalam al-Quran setidaknya
ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (al- ‘agd) dan kata
‘ahd (al-‘ahd), al-Quran memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian,
sedangkan kata yang kedua dalam al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan dan
janji atau perjanjian.?’

Secara istilah, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan
kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu hukum pada objeknya.?®
Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad
adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak
yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. ljab adalah pernyataan
pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah
pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.?®

2. Keabsahan perjanjian menurut hukum Islam

2T Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi
Dan implementasi), him. 22.

% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), him. 44.

2 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: Ull Press, 2000),
him. 65.
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Untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu
akad. Rukun adalah unsur mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan
tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa,
dan tindakan tersebut. Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih
yang melakukan akad, objek akad dan lafad (sigat) akad. Penjelasannya adalah
sebagai berikut:

a. Dua pihak atau lebih melakukan akad. Maksudnya adalah kedua belah pihak
dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga
akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal,
antaralain: kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, bebas
memilih dan akad itu dapat dianggap berlaku bila tidak terdapat khiyar (hak
pilih).%

b. Objek akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang
disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal ini barang tersebut
harus suci atau meskipun najis, bisa diberesihkan. Selain itu barang tersebut
harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Barang yang dijual harus
merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang
yang dimiliki tidak sah diperjual beilikan. Barang tersebut harus diketahui
wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-

barang yang dijual langsung. Harus diketahui ukuran, jenis dan Kriterianya

% Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Indonesia, (Konsep, Regulasi
Dan implementasi), him. 22.
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apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di

lokasi transaksi.

3. Kilasifikasi akad dalam perjanjian Islam
a. Akad dilihat dari segi hukum taklifi

1) Akad wajib. Seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu menikah
dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat kalau tidak segera menikah.

2) Akad sunah. Seperti meminjamkan uang, member wakaf dan sejenisnya.

3) Akad mubah. Seperti akad jual beli, penyewa dan sejenisnya.

4) Akad makruh. Seperti menjual anggur kepada orang yang masih
diragukan, apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau
tidak.

5) Akad haram. Yakni perdagangan riba, menjal barang haram seperti
bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya.

b. Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari:

1) Akad sahih, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga
seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi
pihak-pihak yang berakad.

2) Akad tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau
syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak
mengikat pihak-pihak yang berakad.

c. Akad dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari:
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1) Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di fasakh (dibatalkan
secara sepihak).

2) Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di fasakh
oeleh dua pihak atau oleh satu pihak.

d. Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari:

1) Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya
terjadi pada akad yang sederhana, misalnya: jual beli kebutuhan konsumsi
sehari-hari.

2) Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau akte
otentik maupun akta bawah tangan.

e. Akad dari motif yang mendasarinya, dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu:

1) Akad tabarru’, adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi
nonprofit atau transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba atau
keuntungan.

2) Akad Mu’awadah, adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan
imbalan berupa keuntungan tertentu. Dengan kata lain akad ini
menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (profit
oriented).%!

4. Hukum perjanjian menurut hukum postif Indonesia

% Ibid., him. 35-37.
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Pasal 1313 KUHPerdata dibawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang
dilahirkan dari kontrak atau Perjanjian” menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
orang lain atau lebih.3? Selain itu perjanjian (berarti akad dalam perjanjian syariah)
dapat dijumpai dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank
syariah atau UUS* dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi
masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.®*

Setiap perjanjian agar sah dan mengikat bagi para pihak yang mengadakan
perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Hal itu tertuang dalam ketentuan
Pasal 1320 KUHPerdata. Isi Pasal 1320 KUHPerdata tersebut menyebutkan perlunya
ada kesepakatan para pihak (asas konsensual), kecakapan bertindak dari para pihak,
adanya objek tertentu dan mempunyai kuasa yang halal. Dianggap tidak ada
kesepakatan kalau di dalamnya terdapat paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling),
maupun penipuan (bedrog). Berkaitan dengan objek perjanjian harus tertentu atau

minimal dapat ditentukan. Selain itu segala sesuatu yang menjadi objek perjanjian

% Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), him. 7.

% UUS kependekan dari Unit Usaha Syariah

% Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
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tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban
umum yang berlaku dimasyarakat.*

Konsekuensi yuridis jika salah satu syarat tidak dapat dipenuhi adalah
kebatalan dari perjanjian yang bersangkutan, baik dapat dibatalkan maupun batal
demi hukum. Sedangkan konsekuensi yuridis dari perjanjian yang sah adalah
mengikat bagi para pihak laksana undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata). Hal itu
juga menjadikan para pihak wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan tidak bisa
memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak.*

F. Metode Penelitian
Metode penelitian ini digunakan penulis sebagai sumber rujukan supaya penelitian
menjadi terarah dan mendapatkan kebenaran yang objektif. Adapun metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang dalam hal
ini adalah penelitian pustaka (library research). Menurut Johnny Ibrahim,
penelitian hukum tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena

yang diteliti adalah bahan-bahan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai

% Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Indonesia, (Konsep, Regulasi
Danimplementasi), him. 7

% Ibid, him 8.
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“library based, focus on reading and analysis of the primary and secondary
materials .3’

Penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan perjanjian hukum syariah
dan hukum perjanjian positif (KUHPerdata) dalam rangka menganalisis
kesesuaian dan keabsahan akad al-ijarah al-mausufah fi al-Zimmah fatwa
yang dikeluarkan DSN-MUI.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menguraikan dan
menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat kemudian
menganalisanya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian
menjabarkannya dalam bentuk kata-kata.*® Penelitian ini bertujuan
memberikan gambaran yang jelas mengenai fatwa-fatwa DSN, khususnya
fatwa tentang akad IMFZ dengan menganalisis kesesuainnya dengan teori
akad dalam tinjauan hukum Islam kontemporer dan tinjauan hukum positif
Indonesia. Selain itu, penulis berupaya memaparkan perbedaannya dari kedua

teori tersebut.

3" Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. Ke-6
(Malang: Bayumedia, 2012), him. 46.

% Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif (Malang: UIN Maliki
Press, 2010), him. 356.
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3. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis
normatif, yakni hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah/norma yang
merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.®® Pendekatan
ini digunakan untuk meneliti dan mengkaji fatwa DSN-MUI Nomor:
101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad ijarah al-mausafah fi al-zimmah. Fatwa
tersebut akan dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori akad dalam
perjanjian huku Islam kontemporer dan teori perjanjian dalam hukum positif
Indonesia (KUHPerdata).
4. Objek penelitian
Objek penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI Nomor: 101/DSN-MUI/X/2016
tentang akad ijarah al-mauszfah f7 al-Zimmah yang dikeluarkan oleh lembaga
DSN-MUI.
5. Sumber data
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Dalam
penelitian ini sumber primer berasal al-Quran, hadis, kitab-kitab fikih,
dokumen fatwa-fatwa DSN-MUI dan perundanga-undangan yang

berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data primer tersebut meliputi :

¥ Muslim Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum (Malang:
Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2009), him. 94.
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1) Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad ijarah
al-mausufah fr al-zimmah.

2) Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
ijarah

3) Fatwa DSN-MUI No0.01/DSN-MUI/X/2013 tentang pedoman
implementasi  musyarakah  mutanagisah  dalam  produk
pembiayaan.

4) Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/1X/2017 tentang akad ijarah

5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan
6) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
7) Buku hukum perjanjian syariah studi tentang teori akad dalam
fikih muamalat.
b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang

bahan hukum primer antaralain berupa:

1) Hasil penelitian baik berupa jurnal, desertasi, tesis dan hasil penelitian
lainnya yang berhubungan dengan regulasi fatwa IMFZ yang
dikeluarkan olenh DSN-MUI.

2) Buku-buku, makalah ataupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan
dengan kebijakan regulasi fatwa IMFZ yang dikeluarkan oleh DSN-

MUI.
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c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah bahan data yang memberikan penjelasan lebih

mendalam mengenai makna hukum primer maupun bahan data hukum

skunder, antara lain enslikopedia Indonesia, enslikopedia hukum Islam,

kamus hukum kamus bahasa Indonesia.

6. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan
studi pustaka dan studi dokumen. Langkah yang dilakukan adalah dengan
menelusuri informasi dan literatur-literatur berupa teks al-Quran, Hadis,
Kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, KUHPerdata dan asas-asas
hukum positif lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, buku-buku,
jurnal, hasil penelitian dan karya-karya ilmiyah lainnya. Data-data tersebut
nantinya akan digunakan untuk mendukung penyelesaian dan menganalisis
fatwa DSN-MUI Nomor: 101/DSN-MUI/X2016 tentang akad ijarah al-
mausuf f7 al-zimmabh.
7. Analisis data
Analisis data yang digunakan bersifat deduktif, yakni cara

menganalisis data-data yang berkaitan secara umum kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus. Permasalahan awal yang dilakukan yaitu
menagnalisis ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad IMFZ dengan
kerangka teori yang ada. Permasalahan tersebut kemudian ditinjau dari asas-

asas perjanjian hukum Islam dan hukum posisitif Indonesia. Sehingga akan
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menghasilkan sebuah kesimpulan dari proses yang telah dilakukan.

Kesimpulan itulah yang akan penulis ambil sebagai acuan dalam menyikapi

permasalahan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi dan esensi dari penelitian ini, penulis
akan menyajikan penelitian dalam lima bab dengan penjelasan masing-masing bab
sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan sebagai uraian logis
yang bersifat sementara menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan
dengan bab lainnya dan antara sub-sub pembahasan dengan sub-sub lainnya.

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini dikemukakan tentang gambaran
umum mengenai ijarah, teori akad dalam hukum perjanjain Islam dan hukum positif
Indonesia, meliputi pengertian, rukun dan syarat, asas-asas, Kklasifikasi dan
berakhirnya perjanjian dalam hukum Islam kontemporer dan hukum positif.
Sehingga, dengan adanya teori-teori tersebut di atas, dapat dijadikan pisau analisis
terhadap objek yang akan diteliti.

Bab ketiga mengenai gambaran umum fatwa akad ijarah al-mausifah fr al-
zimmah dalam pandangan DSN MUI yang meliputi; profil DSN, tugas dan wewenang
DSN, metode ijtihad penetapan fatwa MUI, deskripsi singkat fatwa MUI tentang

akad ijarah al-mausafah fr al-zimmah dan pendapat para ulama tentang akad ijarah
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al-mausafah fi al-zZimmah. Adanya pembahasan ini diharapkan dapat diketahui
karakteristik dari DSN itu sendiri, baik dari segi tugas-tugas, fatwa maupun lainnya,
sehingga memberikan gambaran atau penjelasan umum tentang akad ijarah al-
mausafah f7 al-zimmah dalam pandangan DSN-MUI.

Bab keempat, merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab
ini penulis menganalisis fawa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad al-
ijarah al-mausafah f7 al-zimmah. Bab ini meliputi; pertama, menganlisis akad ijarah
al-mausaf fi al-Zzimmah ditinjau dari perpektif hukum Islam, baik dari segi rukun,
syarat, asas-asas dan Klasifikasi akad menurut hukum perjanjian Islam. kedua,
menganalisis akad ijarah al-mausafah fr al-zimmah ditinjau dari perspektif hukum
positif Indonesia, baik dari segi rukun, syarat asas-asas dan kalsifikasi perjanjian
menurut hukum positif Indonesia dalam hal ini KUHPerdata.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini memuat kesimpulan, saran dan
rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Kesimpulan dari pembahasan penelitian
tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Sedangkan saran
ditujukan bagi pihak-pihak terkait dan yang mungkin terkait dalam proses pembuatan
perumusan kebijakan yang berhubungan dengan fatwa-fatwa baru yang dikeluarkan
oleh lembaga DSN-MUI terkhusus fatwa tentang akad ijarah al-maussifah fr al-

zimmah.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bila ditinjau dari perspektif hukum Islam, secara
umum objek akad ijarah al-maugsifah f7 al-zimmah (IMFZ) sudah sesuai dengan
ketentuan teori akad dalam hukum Islam, meski termasuk ke dalam akad gabungan
(murakab). Penulis beralasan karena akad IMFZ telah memenuhi kriteria-kriteria
multiakad yang dibolehkan dalam hukum Islam kontemporer, sehingga akad tersebut
boleh digunakan dan diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah.

Begitu juga objek akad IMFZ, jika ditinjau dari perspektif hukum positif
Indonesia (KUHPerdata), sudah sesuai dengan ketentuan teori perjanjian yang ada
dalam hukum positif Indonesia. Penulis beralasan karena akad IMFZ merupakan jenis
perjanjian tidak bernama (Pasal 1319) yang timbul dari asas kebebasan berkontrak
(Pasal 1338). Selain itu, akad IMFZ juga telah memenuhi syarat-syarat sah dari
perjanjian (Pasal 1320) serta asas-asas perjanjian lainnya.

Sementara itu terkait adanya larangan hadis Nabi tentang jual beli hutang
dengan hutang, hal tersebut bisa dihindari apabila DSN-MUI menambahkan landasan
hukum baru dalam konsideransnya, seperti istihsan atau giyas. Hal tersebut guna
menguatkan bahwa akad IMFZ ini bukan termasuk jual beli hutang dengan hutang

sebagaimana yang telah dilarang oleh Hadis Nabi Muhammad Saw.
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B. Kiritik dan Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa saran
penulis yang perlu dipertimbangkan dan tindak lanjut agar regulasi fatwa DSN-MUI
tentang akad IMFZ kedepannya lebih baik dan sesuai dengan asas-asas yang ada
dalam hukum Islam dan hukum positif. Berikut beberapa sarannya:

1. Perlu ada pertimbangan dan pengkajian ulang kembali oleh regulator fatwa
DSN-MUI terkait konsiderans fatwa akad IMFZ ini, khususnya tentang
landasan hukumnya, dengan menambah landasan hukum giyas atau istihsan
untuk menghindari jual beli hutang dengan hutang yang dilarang oleh syarak.

2. Perlu ada penelitian (lapangan) lebih lanjut baik oleh para akademisi atau para
pakar hukum Islam untuk menggali potensi-potensi penerapan akad IMFZ
oleh perbankan syariah, agar akad IMFZ ini benar-benar dapat berguna bagi
perkembangan perbankan syariah.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas langsung di perbankan
syariah diharapkan bisa lebih maksimal dalam mengawasi penerapan produk
IMFZ ini, agar praktiknya sesuai dengan aturan-aturan yang telah difatwakan
DSN-MUI. Bila tidak, maka akad IMFZ rawan terjadi wanprestasi. Alasannya
karena barang yang menjadi objek sewa masih dalam tanggungan (tidak ada)

pada saat akad berlangsung.
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“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya’.”

d. QS. al-Baqarah (2): 282:
. 63 Aol Jg IR N 13 12T aigdh

“Hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara
tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis ...”

2. Hadis Nabi saw.:
a. Hadis riwayat Ibn Majah:

2 ksl ru«:l; d o b Jp2g 36 06 ek g e 5
A5 Sad O 45 42t
Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw.

bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya
kering.”

b. Hadis riwayat ‘Abd al-Razzaq:

-2 LMI o - JG er 4:1; A ,Lp & I ol & 2 (2 e ol 323

Dari Abi Sa‘id r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:
“Barang siapa mempekerjakan pekerja,  beritahukanlah
upahnya.”

c. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:
Sog s ale A Jo & O3 8 2 A JJJ-\.,\ML}\U:«

u’t“‘“ Lc\ :JG

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda:
“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah apabila dilakukan atas

3

dasar suka sama suka.

d. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari:
506 los oy e o Lo o 055 8 a2 0 g e ol 02
goli Jol ) slis O35 glis J 1o 50 g Gl
Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barang
siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan

takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu
yang diketahui.”
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e. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan
Ibnu Majah:

s 136 dos o7 e S Jo B 3t BT e B g 53h of 22
0 2 PR VI S o4 23

b e e ssusl &k (b 2

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:
“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang
mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara

kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan)
kepada pihak yang mampu, terimalah.”

f. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu  menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi

i3]

kepadanya.
g. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibnu Majah:

mjd’;ﬁ\j;a&\‘];&;fﬁé}’pﬁ\&;} aitll G2 o gek 32
s el 5f Yois g WY\M\” ‘\,CLA Ju(;_i:/

Dari Amr bin Auf al Muzani bahwa Rasulullah saw. bersabda:
“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”

3. Kaidah fikih:

T R U R AR PN JER PRI IR
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.”

4. Pendapat ulama terkait akad al-fjarah al-Maushufah fi al-
Dzimmah:

a. Ulama Malikiyyah sebagaimana terdapat dalam kitab Hasyiyah
al-Dasugqi ‘ala al-Syarh al-Kabir (12/336), kitab Syarh Muntaha
al-Iradat (2/252), kitab Asna al-Mathalib (2), dan kitab Bidayah
al-Mujtahid (2/182) karya Ibn Rusyd, berpendapat bahwa ujrah
dalam akad al-Jjarah al-Maushufah fi al-Dzimmah wajib
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dibayar di awal pada saat akad (majelis akad); agar terhindar
dari jual-beli piutang dengan piutang.

b. Ulama Syafi’iyyah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarh
Muntaha al-Iradat (2/360) dan kitab Tuhfat al-Muhtaj Syarh al-
Minhaj (6), berpendapat bahwa wjrah dalam akad al-Ijarah al-
Maushufah fi al-Dzimmah wajib dibayar di awal pada saat akad
(majelis akad) sebagaimana wajibnya membayar harga (tsaman)
dalam akad jual-beli salam.

¢. Ulama Hanabilah sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Kafi fi

Figh Ibn Hanbal (2/169) karya Ibn Qudamah, memiliki dua

pendapat terkait waktu pembayaran wjrah dalam akad al-Ijarah

al-Maushufah fi al-Dzimmah, yaitu:

1) Ujrah boleh dibayar di akhir akad (tidak mesti dibayar di
awal dalam majelis akad); sebagaimana dibolehkan
mengakhirkan pembayaran ujrah dalam akad ijarah atas
barang atas dasar kesepakatan; dan

2) Ujrah harus dibayar di muka dalam majelis akad;
sebagaimana harusnya membayar harga (tsaman) di awal
dalam akad jual-beli salam.

d. Badr al-Hasan al-Qasimi dalam al-ljarah al-Maushufah fi al-
Dzimmah menjelaskan sebagai berikut:

5y 552 ooy Jekindd J) Buas 5555 g a3l 3 Byosddi Gy
A ol aega Il B33 i) el b el Zatog)) 08
”Adapun al-ljarah al-Maushufah fi al-Dzimmah bersifat ke
depan (forward ijarah), boleh dilakukan dengan syarat kriteria

obyeknya dapat digambarkan secara terukur dan diserahkan
pada waktu tertentu sesuai kesepakatan saat akad.”

e. Ahmad Muhammad Mahmud Nashar dalam Figh al-ljarah al-
Maushufah fi al-Dzimmah wa Tathbiqatuha fi al-Muntajat al-
Maliyyah  al-Islamiyyah i  Tamwil al-Khadamat (2009),
menjelaskan sebagai berikut:

J) i caB B g uj,;ju s;mn Loyha o sl Gl

o = ; .
e 555 O ighsth wa QB PR ETAY] @L,._H Hla) o
Qi i ety SR o el b sy s B3l

Cﬁt.«)‘ d V_LM.H IV o UA)J&j MJJ‘ L; }d\ u\:.“ LQ

“Ahli fikih berbeda pendapat tentang status hukum al-Ijarah al-
Maushufah fi al-Dzimmah; pertama, ulama Hanafiyyah
berpendapat bahwa akad ijarah atas manfaat barang yang
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termasuk maushufah fi al-dzimmah adalah akad yang dilarang
(baca: tidak sah); mereka berpendapat bahwa bahwa barang
sewa (mahall al-manfa’ah) harus sudah ditentukan pada saat
akad atau perjanjian dilakukan; dan kedua, jumhur ulama dari
kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah membolehkan
akad ijarah atas barang yang termasuk maushufah fi al-
dzimmah, mereka menganggap akad ijarah maushufah fi al-
dzimmah ini bagian dari bentuk akad jual-beli salam atas
manfaat.”

f. Al-Ma’ayir al-Syar’iyyah Nomor 9 tentang parameter (dhawabith)
al-ljarah wa al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik, yaitu dalam
kitab tersebut ditetapkan hal-hal berikut:

S5l oS 5 st g 8101 & Byops Jo Gler o O 2
Byosall ciall e I 58 & @0 g B3sad Sy 3l
ko 6 i ol 6K I 5 i ol 0 e
o s oalen of Jen B 2% 0 Y 4y Lt

Ul s Gasd G by Al »lallb 4Lg F L 2 R

-

“Akad al-ljarah al-Maushufah fi al-Dzimmah boleh dilakukan
dengan syarat kriteria barang sewa dapat terukur meskipun
obyek tersebut belum menjadi milik pemberi sewa (pada saat
ijab-qabul dilakukan); waktu penyerahan barang sewa disepakati
pada saat akad, barang sewa tersebut harus diyakini dapat
menjadi milik pemberi sewa baik dengan cara memperolehnya
dari pihak lain maupun membuatnya sendiri; tidak disyaratkan
pembayan ujrah didahulukan (dilakukan pada saat akad) selama
ijjab-qabul yang dilakukan tidak menggunakan kata salam atau
salaf, apabila barang sewa diterima penyewa tidak sesuai
dengan kriteria yang disepakati, pihak penyewa berhak menolak
dan meminta gantinya yang sesuai dengan kriteria ~yang
disepakati pada saat akad.”

5. Pendapat ulama kontemporer terkait waktu pembayaran wujrah
dalam akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah, adalah:

a. Muhammad Sa’id al-Buthi dalam “al-Ijarah al-Maushufah fi al-
Dzimmah” yang disampaikan dalam Muktamar Keuangan dan
Perbankan Syariah tahun 2007 di Bahrain, berpendapat bahwa
ujrah dalam akad al-ljarah al-Maushufah fi al-Dzimmah wajib
dibayar di awal pada majelis akad sebagaimana dalam akad
jual-beli salam.

b. 'Abd al-Sattar Abu Ghuddah berpendapat bahwa pembayaran
ujrah dalam akad al-ljarah al-Maushufah fi al-Dzimmah boleh

/
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tidak tunai meskipun dalam perjanjiannya menggunakan kata
jual-beli salam.

c. Nazih Hammad berpendapat bahwa pembayaran ujrah dalam
akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah boleh tidak tunai
apabila menggunakan kata ijarah, bukan kata salam.

d. Ali al-Qaradaghi dalam “al-Ijarah ‘ala Manafi’ al-Asykhash”
yang disampaikan pada acara Majelis Fatwa Eropa tahun 2008
di Paris (Perancis), membolehkan ujrah tidak dibayar tunai pada
saat akad al-fjarah al-Maushufah fi al-Dzimmah apabila
perjanjiannya menggunakan kata ijarah; dan ujrah wajib dibayar
tunai apabila menggunakan kata salam.

6. Dewan Akuntansi dan Standar Keuangan Islam (AAOIFI
[Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial
Institution)]) yang berpusat di Bahrain, menetapkan standar nomor 9
paragraf (3/5), tentang bolehnya mengakhirkan pembayaran ujrah
dalam akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah jika tidak
menggunakan kata salam atau salaf;

7. Majma’ al-Figh al-Islami pada ketentuan nomor 72 (3/8),
menetapkan boleh diminta uang panjar (uang muka) sebagai tanda
jadi dalam akad al-Jjarah al-Maushufah fi al-Dzimmah,

8. Dalam kitab al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah (2/220) karya
‘Abd al-Rahman al-Jaziri, dijelaskan tentang bolehnya adanya
jaminan (al-rahn) dalam akad al-fjarah al-Maushufah fi al-
Dzimmah;

9. Dalam kitab al-Siraj al Wahhaj "ala Matn al-Minhaj (1/294) karya
al-Ghamarawi dijelaskan bahwa wjrah harus dinyatakan dengan
jelas (ma’lum) kuantitas atau kualitasnya pada saat dilaksanakan
akad al-ljarah al-Maushufah fi al-Dzimmah;,

10. Dalam kitab Syarh al-Bahjah al-Wardiyah (2/206), dijelaskan
tentang bolehnya ujrah dalam bentuk uvang (al-nuqud) maupun
selain uang; ’

Memperhatikan : 1. Fatwa dan Keputusan DSN-MUI:
a. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Jjarah;

b. Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang
Muka dalam Murabahah;

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn;

d. Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah
Muntahiyyah bi al-Tamlik;

e. Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/I1I/2008 tentang Rakhn
Tasjily;
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f. Keputusan DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/X/2013 tentang
Pedoman Implemantasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk
Pembiayaan;

2. Permohonan fatwa untuk KPR iB Indent dari Bank Permata Syariah
Nomor: 22/SYA-PRODUCT/SKV/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013;

3. Hasil pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS)
bersama Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) tanggal
07-09 Februari 2013, tanggal 05 Juni 2013, tanggal 20-22 Juni 2013,
tanggal 30 Agustus 2013, tanggal 27-29 September 2013, dan
tanggal 31 Oktober - 2 November 2013;

4. Hasil pembahasan DSN-MUI bersama Asosiasi Perusahaan
Pembiayaan Indonesia (APPI) tanggal 11 Juni 2013 di Jakarta;

5. Pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) tentang
Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 24 September 2016
di Yogyakarta;

6. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal
01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD AL-IJARAH AL-MAUSHUFAH FI
AL-DZIMMAH.
Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. ljarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran
sewa (ujrah).

2. Akad al-ljarah al-Maushufah fi al-Dzimmah adalah akad sewa-
menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat ‘ain) dan/atau jasa
(‘amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan
spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

Kedua :  Ketentuan Hukum

1. Akad al-ljarah al-Maushufah fi al-Dzimmah boleh dilakukan
dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini.

2. Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah berlaku secara efektif
dan menimbulkan akibat hukum, baik berupa akibat hukum khusus
(tujuan akad) maupun akibat hukum umum, yaitu lahirnya hak dan
kewajiban, sejak akad dilangsungkan.

/
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Ketiga : Ketentuan terkait Manfaat Barang (Manfaat ’4in) dan Pekerjaan
(‘Amal)

Manfaat barang dan pekerjaan dalam akad ini, harus:

ik,

Diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya (ma’lum
mundhabith) supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa
(al-niza’);

2. Dapat diserahterimakan, baik secara hakiki maupun secara hukum;

3. Disepakati waktu penyerahan dan masa ijarahnya; dan

4. Sesuai dengan prinsip syariah.

Keempat ¢ Ketentuan terkait Barang Sewa

I

Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas dan terukur
spesifikasinya;

2. Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik
pemberi sewa pada saat akad dilakukan;

3. Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk
mewujudkan dan menyerahkan barang sewa;

4. Barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada
waktu yang disepakati;

5. Para pihak harus sepakat terkait waktu serah-terima barang sewa;
dan

6. Apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria
pada saat akad dilakukan, penyewa berhak menolaknya dan
meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasi yang disepakati.

Kelima :  Ketentuan terkait Ujrah

1. Ujrah boleh dalam bentuk uang dan selain uang;

2. Jumlah ujrah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan
berdasarkan kesepakatan;

3. Ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur)
sesuai kesepakatan; dan .

4. Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai
milik pemberi sewa.

Keenam : Ketentuan terkait Uang Muka dan Jaminan

1. Dalam akad al-ljarah al-Maushufah fi al-Dzimmah dibolehkan
adanya uang muka (uang kesungguhan [hamisy jiddiyah]) yang
diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan.

2. Uang muka dapat dijadikan ganti rugi (al-ta'widh) oleh pemberi

sewa atas biaya-biaya/kerugian yang timbul dari proses upaya
mewujudkan barang sewa apabila penyewa melakukan pembatalan
sewa, dan menjadi pembayaran sewa (ujrah) apabila akad al-ijarah
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3. Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi
perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu.

4. Apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, uang
muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa.
5. Dalam akad al-ljarah al-Maushufah fi al-Dzimmah dibolehkan

adanya jaminan (al-rahn) yang dikuasai oleh pemberi sewa baik
secara hakiki (qabdh haqiqi) maupun secara hukum (qabdh hukmi).

Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui
musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian
sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kedelapan ¢ Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta
disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1437 H.
01 Oktober 2016 M.

DEWAN SYARIAH NASTIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESI

Ketua, Seldretaris,

[-=

DR. K.H. MA’RUF AMIN k BAS, MM, M.AG
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